
SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 14TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor SO /
PMK.O7 / 2Ol7 ten.teu,ry Pengelotraan Tyansfer ke Daerah dan Dana
Desa dan Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2O17, Nota Dinas Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten
Kediri ta.nggal l9 April 2017, Nomor 412.6/1L63/418.24/2017,
perihal Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tah:urr 2Ol7
tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2O17 dan
Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi perubahan peraturan Bupati
Kediri Nomor 4 Tahun 2O17 tentang Tata Cara pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran 2017 Nomor 412.6 / t3S9/ 418.24 I 2OL7
tanggal 10 Mei 2017, perlu merubah peraturan Bupati Kediri
Nomor 4 Tahun 2077 tentang Tata Cara pembagran dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran 2017 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan ssfagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tatrun 2OlZ
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017.



Mengingat: 1.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523$ ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambalan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2Ol7
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59a8) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s7t7l;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang bersumber dari Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tenta.ng Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253 ) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 20931 ;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyaralat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 787 ) ;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2Ol7 (Beita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883 ) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan T?ansmigrasi Nomor 4 Tahun 2Ol7 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

49/PMK.O7 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 I PI[{K.O7 / 2Ol7 tentang
PengeloLaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kediri ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2016

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2Ol7;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 4 TAHUN
2OI7 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2OL7 (Berita Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2017 Nomor a) diubah sebagai berikut :

9.

10.

11.

t2.

13.
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15.
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1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(l) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN

ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke

RKD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar

6O7o (enam puluh Persen) ;dan
b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40olo (empat puluh persen).

(3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah Dana Desa diterima di RKUD.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasa1 7

(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
(2) Penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah

Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa :

a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan

b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun

.rnggaran sebelumnya, dari Kepala Desa/ Penj abat Kepala

Desa/ Pelaksana Tugas KePala Desa;

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) penyaluran Dana Desa Tahap II dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah

realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari Kepala

Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa;

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan rata-rata realisasi

penyerapanpalingkurangsebesarT5To(tujuhpuluhlimapersendan
rata-rata capaian ouqrut menlrnjukkan paling kurang sebesar 50% (lima

puluh Persen).
(3) Capaian output sebag imana dimaksud pada ayat (21 dihitung berdasarkan

rata,-ratz persentase capaian output dai seluruh kegiatan'

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian antput sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayal (21 huruf b dan penyusunan laporan realisasi

penyerapan dan capaian output seba;gaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat

kegiatan,uraianout7ntt,volumeoutput,carapengadaan,dancapaianolltput.
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(5) Dafam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum
memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa/Penjabat Kepala
Desa/ Pelaksana T\rgas Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi
data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian /
lembaga terkait.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa

menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa

setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
l,aporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output ta}:,un

anggaran sebelumnya; dan

b. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap l.
la.poran realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran beq'alan.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I

sebagaimana dimakksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat

tanggal 7 Juli tahun anggar€m be{alan.
Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4\,

Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa dapat

menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati untuk
selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi

penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

berkoordinasi dengan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas

Kepala Desa.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program

dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa.

(2) Priroritas penggunaan dana Desa diutamalan untuk membiayai

pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

(1)

(21

(3)

(4)

(s)

(6)
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(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama
bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk
unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.

(4) Prioritas penggunaaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik

6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari
perencanaan pembangunan Desa yang tidak terpisah dari prioritas
pembangunan nasional.

7. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan I (satu) Pasal, yakni Pasal 20A yang

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2OA

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaim6l2 dimaksud pada ayat (1),

Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi
prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

8. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasd, yakni Pasal 23A yang

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Apabila ada peraturan yang lebih tinggi yang mendorong perubahan Rencana

Kerja Pemerintah Desa, maka dapat dilakukan dengan Musyawarah Desa.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25
(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.

(2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di

RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sisa Dana Desa di

RKD lebih dari 30olo (tiga puluh persen), Bupati :

a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala

Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD

tersebut; dan/ atau
b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan

pemeriksaan.



7

(3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada

tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya.

(4) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa wajib
menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :

a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 ;

b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih

dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ;

dan / atau
c. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas

fungsional di daerah.
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun
anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran

sebelumnya.
(3) Da]am hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar

dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penya-luran

Da,na Desa tahap I tidak dilakukan.
(a) Dafam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran be{alan sisa

Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari

3O% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana

Desa di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA

Penyaluran Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggarEm berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan

oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau

telah te{adi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dala Desa'

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (71 disampaikan kepada

Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran

Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6.



I 1. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :

a' Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal
26 ayat (l) huruf a telah diterima;

b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau
sama dengan 30 7o; dan

c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

12. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke
RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala
Desa/ Pelaksana T\rgas Kepa1a Desa yang bersangkutan mengenai Dana
Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar
dianggarkan kembali dalam ranc€rngan APBDesa tahun anggaran
berikutnya.
Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APBD tahun anggaran
berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangal.
Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari
tahun anggaran beq'alan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai
pengurarg dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD
tah un anggaran beq'alan.
Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum
minggu pertama bulan Juli tahun anggarzrn berjalan, Bupati
menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum
disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa paling lambat
minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(1)

(2t

(3)

(41

(s)

(6)
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(7) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I dari Bupati

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran

Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan

dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat

bulan Juli talrun anggaran berjalan.
(8) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa

Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa

tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran

berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi Sisa Anggaran

Lebih pada RKUN.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah

dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa

di RKD lebih dari 3O% (tiga puluh persen) .

Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana

pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.

14. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 29A dan

29Byangberbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

(1) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa melakukan pemotongan

penyaluran Desa dalam hal terdapat:

a. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (2) ; dan/atau

b. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 aYat (3).

(2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

sebesar kelebihan salur Dana Desa pada tahun anggaran berjalan'

Pasal 29B

Ketentuan mengenai format laporan realisasi penyerapan dan capaiart output

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (2) tercantum dalarn

l,ampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

(1)

(21

(3)
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Pasal II

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 19 April 2017,
Nomor 412.611163/418.24/2017, perihal Perubahan Peraturan Bupati Kediri
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 dan Berita Acara
Hasil Rapat Koordinasi Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 Nomor 412.6 / 1359 / 418.24 / 2OlT
tanggal 10 Mei 2017, dengan hasil peserta rapat memutuskan Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran
2017 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal, 15 -5- 2017

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan, di Kediri
padatanggal, 15 - 5 - 2Ol7
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KAEIUPATEN KEDIRI TAHUN 2OI7 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesej ahteraan Rakyat



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 14 TAHUN 2017
TANGGAL :15-5 - 2017

(

(

LAPORAN REALISASI PEI{YERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
TAHAP I (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH DESA............... KECAMATAN ............ KABUPATEN KEDIRI

Pagu Desa : Rp. ......

KODE
REKEMNG URAIAN URA]AN OIJTPUT

VOLUME
OLTTPUT

CARA
PENGADAAN

ANGGARAN
(np)

REALISASI
(np)

sIsA(Rp)
o/o

CAPAIAN
OUTPUT

KRT

2 3 4 5 6 7 A=6-7 9 10
PENDAPATA.!t

I 2 Pend.apatan Transfer
1 2 1 Dana Desa

. TAHAP PERTAMA

- TAHAP KEDUA
JI'MLAII PENDAPATAN

2 BELANJA
2 1 Bidang P.lyeleaggrtrstl

PeDcrlntahao
2 1

2 1

2 2 Bldang Pcmbatrgu8aa Dcra
2 2

2 2 dst..........,.........

2 3 Bldarg PeabL.alr Kcraa{/a.alatatl
2 3 Kegiatan ..

2 3 dst.......................,..,......

2 4 Blda!8 Petrbcrd.y..! Ua.yasalrt
4

2 I dst.........,,.........................

1



(

(

Salinan sesuai dengan aslinYa
a.n. SEKRETARIS DAERAIi

Asist€n Administrasi Pemerifiahan
dan Kesej ahteraan Ralryat

ub.

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO


